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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Sejak awal terbentuknya suatu kelompok sosial (social group), seseorang atau beberapa orang di antara warga-warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada  rekan-rekannya, sehingga orang tadi atau beberapa orang tampak lebih menonjol dari lain-lainnya. Itulah asal mula timbulnya kepemimpinan (Krech dan Crutshfield,1948:434), yang kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil. Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan di mana tujuan kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi menghadapi ancaman dari luar. Dalam keadaan yang demikian agak sulit bagi warga kelompok menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kemudian muncullah seseorang yang mempunyai kemampuan menonjol yang diharapkan akan mampu menanggulangi segala permasalahan yang ada.

Munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok. Apabila pada saat tersebut muncul seorang pemimpin, maka kemungkinan besar kelompok-kelompok tersebut akan mengalami suatu disintegrasi. Tidak munculnya pemimpin tadi adalah mungkin karena seorang individu yang diharapkan akan menjadi pimpinan, ternyata tidak berhasil membuka jalan bagi kelompok untuk mencapai tujuannya dan dengan begitu kebutuhan warga tidak terpenuhi.

Terkait dengan kepemimpinan tersebut, dalam masyarakat tradisional Indonesia, dikenal suatu sifat kepemimpinan yang ditandai oleh beberapa karakteristik utama yang direpresentasikan melalui pepatah yang sering digunakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarsa sung tuloda, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani, yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya menjadi di muka memberi tauladan, di tengah-tengah membangun semangat, dari belakang memberikan dorongan dan pengaruh.

Seorang pemimpin di muka harus memiliki idealsme kuat, serta dia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara yang sejelas mungkin. Pemimpin di tengah-tengah, mengikuti kehendak yang dibentuk masyarakat. Pemimpin di belakang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Sifat kepemimpinan di belakang tersebut dengan jelas tersirat dalam pepatah adat asal Minangkabau yang diterjemahkan sebagai berikut:

Sebatang kayu yang besar di tengah lapang

Tempat berlindung di waktu hujan

Tempat bernaug di waktu panas

Urat-uratnya tempat bersandar.

Memang kepemimpinan tradisional Indonesia, pada umumnya bersifat sebagai kepemimpinan di belakang, yang hingga dewasa ini masih tetap dipertahankan terutama pada masyarakat-masyarakat tradisional yaitu masyarakat-masyarakat hukum adat (Soekanto,2005:293).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur masayarkat adat dan pimpinan pemerintahan adat di minangkabau

2. Bagaimana kepemimpinan dan gerakan panutan pada kebudayaan Minangkabau?

3. Bagaimana kepemimpinan adat (wali nagari) dikaitkan  dengan otonomi daerah

1.3. Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan identifikasi masalah maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui struktur masayarkat adat dan pimpinan pemerintahan adat di minangkabau 

2. Untuk mengetahui kepemimpinan dan gerakan panutan pada kebudayaan Minangkabau.

3. Untuk mengetahui kepemimpinan adat (wali nagari) dikaitkan dengan otonomi daerah.

1.4. Kerangka Pemikiran
Teori-teori Struktural  Fungsional

Para sosiolog abad ke-19 seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer sangat terpengaruh oleh persamaan-persamaan yang terdapat antara organsime biologis dengan kehidupan sosial, sebagaimana telah diamatinya. Spencer bahkan pernah menyatakan bahwa masyarakat manusia adalah seperti suatu organisme. Yang pokok dari perspektif ini, adalah pengertian sistem, yang diartikan sebagai suatu himpunan atau kesatuan dari unsur-unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu, atas dasar pada pola tertentu (Soekanto,2005:6)

Badan manusia dilihat atau dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari orang-orang yang saling berhubungan, seperti misalnya jantung, paru-paru, ginjal, otak dan seterusnya. Setiap organ mempunyai satu atau beberapa fungsi tertentu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organ-oragan lain atau bahkan seluruh organisme tubuh. Organ-organ tersebut merupakan suatu struktur dari seluruh organisme tubuh. Sebagaimana dikatakan oleh Vander Zenden, maka (James W. Vander Zenden 1979:14).

”The liver is one such structure, the largest gland of the body. It meets a number of indispensable requirements essential to the organism’s survival. The liver splits fats and proteins into smaller substances so that the tissues can use them for energy; it forms products needed for blood coagulation, for transport of fat, and for immunity to infection; and it stores large quantities of fats, carbohydrates and proteinsand releases these foods as the tissues need them.”
Lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dianggap sama dengan organ-organ tubuh, oleh sosiolog-sosiolog tertentu. Lembaga sosial sebagai unsur struktur dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat. Lembaga sosial keluarga, misalnya mempunyai fungsi reproduksi, sosialisasi, pengasuhan anak dan lain sebagainya. Demikian pula dengan lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi regulatif dan administratif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kepemimpinan (Leadership)
Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya). Sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadang-kadang dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial (Kuntjaraningrat:1967:181, dalam Soekanto:1982:288). Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Kepemimpinan yang ada bersifat resmi (formal leadership) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan. Ada pula kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Suatu perbedaan yang mencolok antara kepemimpinan yang resmi dan tidak resmi (informal leadership) adalah kepemimpinan yang resmi di dalam pelaksanaannya selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi. Sehingga dengan demikian, daya cakupannya agak terbatas. Kepemimpinan yang tidak resmi mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Ukuran benar-tidaknya kepemimpinan tidak resmi terletak pada tujuan dan hasil pelaksanaan kepemimpinan tersebut, menguntungkan atau merugikan masyarakat. Walaupun seorang pemimpin (yakni yang melaksanakan kepemimpinan) yang resmi tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan resmi yang menjadi landasannya, akan tetapi dapat melakukan kebijaksanaan yang dapat memancarkan kemampuan mereka sebagai pemimpin. Misalnya, kebijaksanaan tersebut dapat diwujudkan di dalam memilih waktu untuk melaksanakan peraturan-peraturan atau memilih orang-orang yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk melaksanakan  peraturan dan seterusnya. 

Kepemimpinan yang tidak resmi dapat digunakan pula di dalam suatu jabatan resmi dan tentu saja lebih leluasa di dalam masyarakat yang belum dipagut peraturan-peraturan resmi. Dalam bidang yang terakhir tadi, sorang pemimpin dapat menggerakkan kekuatan-kekuatan masyarakat untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu (Selo Soemardjan,1967, dalam Soekanto 1982:289).

2.2 Sandaran-sandaran Kepemimpinan 
Kepemimpinan seseorang (pemimpin) harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau social basis. Pertama-tama kepemimpinan erat hubungannya dengan susunan masyarakat. Masyarakat-masyarakat yang agraris di mana belum ada spesialisasi, biasanya kepemimpinan meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Kekuatan kepemimpinan juga ditentukan oleh suatu lapangan kehidupan masyarakat yang pada suatu saat mendapat perhatian khusus dari masyarakat yang disebut cultural focus. Cultural focus dapat berpindah-pindah, misalnya pada suatu waktu pada lapangan politik, lain waktu pada lapangan hukum, kemudian pada lapangan ekonomi dan seterusnya. Apabila pada suatu saat cultural focus beralih, maka si pemimpin pun harus mampu mengalihkan titik berat kepemimpinannya pada cultural focus yang baru.

Setiap kepemimpinan yang efektif harus memperhitungkan social basis apabila tidak menghendaki timbulnya ketegangan-ketegangan atau setidak-tidaknya terhindar dari pemerintahan boneka belaka. Kepemimpinan di dalam masyarakat-masyarkat hukum adat yang tradisional dan homogen, perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat tersebut yang masih tegas-tegas memperlihatkan ciri-ciri paguyuban. 

Hubungan pribadi antara para pemimpin dengan yang dipimpin sangat dihargai. Hal ini disebabkan, pemimpin-pemimpin pada masyarakat tersebut adalah pemimpin-pemimpin tidak resmi yang mendapat dukungan tradisi atau karena sifat-sifat pribadinya yang menonjol. Dengan sendirinya, masyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin tersebut, beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkannya.

Perlu juga dicatat, bahwa kepemimpinan dalam masyarakat-masyarakat tradisional pada umumnya dilaksanakan secara kolegial (bersama-sama). Seorang penyumbang marga sebagai kepala adat di Daerah Lampung misalnya, tidak akan bertindak sendiri sebelum dirundingkan dalam suatu rapat yang dinamakan proatin. Sifat kolegial dari daerah Minangkabau tercermin dari pepatah adatnya yang berbunyi (terjemahan):

Air memancar dengan bulat karena pembuluh

Dan putusan menjadi bulat karena mufakat.

Dengan demikian, maka keputusan para pemimpin tersebut sekaligus merupakan pula rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya para pemimpin masyarakat tradisional adalah pemimpin-pemimpin di belakang atau di tengah, jarang sekali yang menjadi pemimpin di muka. Sebaliknya, apabila ditinjau atau ditelaah keadaan di kota-kota besar, maka susunan masyarakat kota tersebut menghendaki kepemimpinan yang lain dari kepemimpinan masyarakat tradisional. Untuk memenuhi kebutuhan setiap golongan masyarakat kota, tidak dapat lagi dilaksanakan melalui hubungan-hubungan pribadi. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang rasionallah yang lebih diperlukan (Soekanto, 2005:294).

2.3. Tugas dan Metode Kepemimpinan

  Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang pemimpin adalah:

a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, maka kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.

c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpin.

Suatu kepemimpinan (leadership) dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan berbagai cara (metode). Cara-cara tersebut lazimnya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori sebagai berikut:

a. Cara-cara otoriter, yang ciri-ciri pokoknya adalah sebagai berikut:

i. Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak

ii. Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut

iii. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi di dalam kelompok tersebut.

b. Cara-cara demokratis dengan ciri-ciri umum sebagai berikut:

i. Secara musyawarah dan mufakat pemimpin mengajak warga atau anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai kelompok, serta cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

ii. Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk.

iii. Ada kritik positif, baik dari pemimpin maupun pengikut-pengikut.

iv. Pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan kelompok.

c. Cara-cara bebas dengan ciri-ciri sebagai berikut:

i. Pemimpin menjalankan peranannya secara pasif.

ii. Penentuan tujuan yang akan dicapai kelompok sepenuhnya diserahkan kepada kelompok.

iii. Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok.

iv. Pemimpin berada di tengah-tengah kelompok, namun dia hanya berperan sebagai penonton.

Sebenarnya ketiga kategori cara tersebut di atas dapat berlangsung bersamaan, karena metode mana yang terbaik senantiasa tergantung pada situasi yang dihadapi, cara-cara bebas lebih cocok bagi masyarakat yang relatif homogen.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Bentuk Kemasyarakatan di Minangkabau

Desa yang disebut nagari dalam Bahasa Minangkabau kadang-kadang terdiri dari dua bagian utama, yaitu daerah nagari dan daerah taratak. Nagari ialah daerah kediaman utama dan dianggap pusat bagi sebuah desa. Halnya berbeda dengan Taratak yang dianggap sebagai daerah hutan dan ladang. Kalau ada orang yang diam di taratak ini, maka orang itu dianggap sebagai orang yang bertugas menjaga dan mengerjakan tanah yang ada di situ dan biasanya tanah itu bukan kepunyaannya (Junus, 1971:251).

Daerah nagari dalam sebuah desa biasanya ditentukan oleh adanya sebuah mesjid, sebuah balai adat, dan tempat untuk pasar sekali atau dua kali seminggu. Mesjid, balai adat tempat sidang-sidang adat diadakan, pasar dan kantor kepala nagari sebagai gejala yang dibawa oleh pemerintahan Belanda biasanya terletak pada suatu tempat yang merupakan pusat kehidupan sebuah desa, dan pada pertengahan sebuah jalan memanjang dengan rumah-rumah kediaman di sebelah kiri dan kanannya.

Daerah nagari  dalam sebuah desa pertanian, meliputi juga daerah persawahan. Ladang-ladang biasanya tidak ada di dalam daerah ini, tetapi dalam daerah taratak, walaupun di situ sering juga terdapat sawah-sawah. Keadaan semacam ini kiranya cocok dengan pengertian lain dari Taratak sebagai daerah yang terpencil dari pusat nagari, yang berpencaran di sudut-sudut yang agak jauh dari nagari.

Kecuali kelompok-kelompok kekerabatan seperti paruik, kampueng dan suku, masyarakat Minangkabau tidak mengenal organisasi-organisasi masyarakat yang bersifat adat yang lain. Demikian instruksi-instruksi dan aturan pemerintah, soal administratif masyarakat pedesaan seringkali disalurkan kepada penduduk desa melalui penghulu suku dan penghulu andiko.

Sebuah suku, di samping mempunyai seorang panghulu suku, juga mempunyai seorang dubalang dan manti. Dubalang bertugas menjaga keamanan sebuah suku, sedangkan mantin berhubungan dengan tugas-tugas keamanan. Adapun kampueng sebagai kesatuan yang lebih kecil daripada suku.

Dalam beberapa masyarakat, seorang panghulu suku dipilih, meskipun dari suku-suku tertentu, sedangkan pada masyarakat  lain panghulu menjadi hak yang hanya dimiliki oleh sebuah keluarga saja dalam sebuah suku tertentu. Kalau keluarga ini habis atau punah, hak baru dapat pindah kepada keluarga lain. Keadaan ini dapat dikatakan berhubungan dengan ada atau tidaknya stratifikasi sosial yang keras dalam masyarakat itu.

3.2   Struktur Kepemimpinan Masyarakat Minangkabau


Struktur kepemimpinan masyarakat minangkabau memilki karakteristik yang berdeda dan memilki kekhasan dibanding dengan masyarakat lain yang ada di Indonesia. 
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Sesungguhnya struktur masyarakat adat Minangkabau yang berciri Matrilineal (atau dari garis ibu), diawali dari dalam rumah tangga. Rumah tangga atau dalam Bahasa Minang disebut sebagai rumah tanggo, dipimpin oleh kepala keluarga (suami) yang disebut Urang Sumando.

Tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu Samande (hubungan yang terkait antara rumahtangga-rumahtangga di antara saudara-saudara yang berasal dari satu ibu yang sama). Oleh sebab itu disebut samande atau satu ibu. Struktur ini dipimpin oleh seorang mamak rumah.Mamak rumah adalah saudara lelaki dari para anak perempuan. Di rumah ibunya, lelaki tadi bertindak sebagai pemimpin bagi saudara-saudara perempuannya dan keponakan-keponakannya. Ia bertugas mengurus, memberi wejangan dan membantu perikehidupan saudara perempuan berserta anak-kemenakannya. Namun, bagi keluarga istrinya, lelaki tadi menjadi urang sumando.

Tungganai adalah tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi lagi, yaitu pemimpin dari beberapa hubungan samande yang membentuk sajurai. Jurai ini adalah kumpulan beberapa keluarga yang berasal dari satu ibu, memiliki keturunan hingga generasi ketiga. Peran tungganai sama dengan mamak rumah, tetapi dengan cakupan yang lebih luas.

Kumpulan sajurai membentuk hubungan keluarga saparuik (satu perut). Hubungan keluarga ini berasal dari satu ibu kemudian berkembang hingga generasi keempat, yaitu ibu,anak,cucu,cicit. Saparuik dipimpin oleh seorang Tuo Kampuang(Tetua kampung).

Kumpulan saparuik-saparuik membentuk suku. Suku ini dipimpin oleh Penghulu Andiko, yaitu seorang pria yang terbaik yang dipilih dari mamak rumah-mamak rumah yang ada, yang diyakini akan mampu memimpin dan membawa sukunya menjadi lebih maju dan sejahtera. Penghulu Andiko ini diangkat dengan suatu proses yang disebut Batagak Panghulu. Kepadanya diberikan sebuah gelar Datuk oleh suku atau kaumnya.

Suku-suku yang ada kemudian bergabung menjadi empat suku, dan dipimpin oleh seorang penghulu puncak suku.

Kumpulan empat suku-empat suku membentuk sudut dan dikepalai oleh penghulu puncak sudut. 

Sudut-sudut kemudian membntuk sebuah nagari. Nagari ini dipimpin oleh seorang penghulu puncak adat.
3.3 Kepemimpinan dan Gerakan Panutan pada Kebudayaan Minangkabau 

Mengenai pola kepemimpinan dapat dikatakan bahwa sulit untuk melihat suatu pola yang jelas dalam masyarakat Minangkabau. Kita tidak dapat mengatakan dengan jelas siapa yang menjadi pemimpin bagi suatu paruik, setiap orang dewasa boleh dikatakan mempunyai dan tidak mempunyai hak sebagai pemimpin. Perintah atau saran seseorang mungkin akan dituruti oleh anggota keluarganya, tetapi ini tergantung  kepada kewibawaan pribadi dari orang tadi. Anggota keluarga lain mungkin akan menurut saran dan pertintahnya karena mereka segan karena kekayaan dan kepandaiannya, atau hanya semata-mata karena takut kepada keberaniannya atau kepada kekuasaan yang kebetulan dipegangnya.

Seorang panghulu suku atau panghulu andiko juga tak mempunyai kekuasaan yang nyata. Mereka lebih banyak dianggap sebagai orang yang dituakan dan bertugas menjalankan sesuatunya. Menjadi panghulu lebih banyak dirasakan sebagai mengemban tugas daripada mendapatkan hak. Hanya bila kepanghuluan ini dihubungkan dengan sistem pemerintahan sebagaimana yang diperkenalkan oleh pemerintahan Belanda dahulu dan yang juga berlaku sampai sekarang, seorang panghulu barulah mendapatkan suatu kekuasaan. Karena itu, dalam novel-novel dengan latar belakang keadaan di masyarakat Minangkabau, orang takut kepada panghulu, hanya karena hubungan panghulu tadi dengan sistem administrsi pemerintahan kolonial Belanda.

Demikian karena pada hakikatnya kekuasaan itu tidak ada, sesuatunya biasanya dijalankan dengan cara meyakinkan orang yang bersangkutan. Seseorang tidak akan berani melawan keputusan orang tuanya, bukan karena kekuasaan yang ada pada orang tuanya itu, tapi karena ia takut akan berdosa bila mendurhakai orang tua, yaitu dengan meminjam kekuasaan yang diberikan oleh agama. Oleh karena itu, kepemimpinan di Minangkabau dapat dikatakan bersifat pragmatisma.
Secara adat, sistem pemerintahan di Minangkabau dibedakan dalam dua sistem, pertama yang termasuk laras Bodi-Caniago dan kedua, laras Koto-Piliang. Laras Bodi-Caniago dihubungkan dengan tokoh legendaris Datuak Parapatieh nan Sabatang, sedangkan Koto-Piliang dengan Datuak Katumenggungan. Sistem yang pertama dapat dikatakan merupakan sistem yang demokratis, sedangkan yang kedua bersifat otokrasi, asalkan istilah-istilah tersebut tidak diartikan dalam lingkup yang sempit. Pada Bodi-Caniago, musyawarah memegang peranan penting, tetapi tidak demikian halnya dengan Koto-Piliang. Pada Koto-Piliang, penghulu tetap pada sebuah keluarga tertentu, dan tidak dipilih. Balai-balai adat pada nagari yang termasuk Koto-Piliang biasanya ada bagian yang ditinggikan tapi tidak demikian pada nagari yang termasuk laras Bodi-Caniago. Akan tetapi perbedaan semacam itu saat ini sudah mulai tidak terlihat nyata.

Peran pemimpin dalam masyarakat Minangkabau juga tidak terlepas dari religi yang dianut masyarakat Minangkabau. Seperti nilai-nilai keagamaan yang direpresentasikan dalam prinsip “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.” (adat bersendikan agama, agama bersendikan Al-Qur’an). Maka dari itu, dalam organisasi kemasyarakatan Minangkabau, dalam rangka suku, ada jabatan adat yang mengandung tugas-tugas keagamaan, yaitu manti. Seorang dipilih ke dalam jabatan itu bukan semata-mata karena keahliannya saja, tetapi karena kedudukannya dalam suku.

Ada jabatan lain dengan tugas-tugas keagamaan dalam tingkat desa, yaitu angku kali atau kadi. Dalam berbagai desa, di samping tugasnya yang utama sebagai petugas yang menikahkan orang, dia  ada kalanya juga bertugas untuk memelihara mesjid dan bila diperlukan menjadi imam atau khatib tiap shalat Jumat.

Sementara itu, Wali Nagari adalah pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengurus pemerinthan desa atas nama pemerintah. Sebaliknya, karena wali nagari harus diangkat dan dipilih oleh penduduk nagari yang berhak memilihnya untuk masa tiga tahun, ia juga dianggap terutama oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat nagari. Dan peranan yang beraspek ambigu (dua muka) ini tergantung kepada kepribadian orang yang mendudukinya mungkin dapat menjadi suatu pusat kekuasaan penting di dalam sistem pemerintahan nagari atau sebaliknya suatu jabatan yang tidak berarti dan tidak berpengaruh dalam kehidupan masyarakat nagari.

Hak dan kewajiban dari wali nagari dirumuskan oleh pemerintah dan dikuatkan dengan sanksi-sanksi, sedangkan suatu gaji merupakan kompensasi bagi pekerjaannya. dalam kenyataannya, wali nagari tidak mampu menerapkan sanksi-sanksi pada pelanggar peraturan karena letak nagari yang jauh dari pusat pemerintahan. Sehingga wali nagari tidak mempunyai kekuasaan yang nyata yang dapat memaksa keputusan-keputusannya kepada orang sesama desanya. Biasanya bila ada perintah dari pemerintah untuk dijalankan, ia harus menyesuaikan perintah itu sebanyak mungkin menurut kemauan umum masyarakat desa. Hanya jika wali nagari itu juga seorang pejabat desa berdasarkan norma-norma adat, ia mempunyai beberapa alat pemaksa yang disediakan oleh adat  dan karena itu diakui oleh masyrakat nagari. Jika tidak, sebagaimana yang lazim terjadi saat ini, seorang wali nagari terpaksa terlebih dahulu mencari dan mendapatkan persetujuan dari para pejabat adat yang dapat menyediakan sanksi-sanksi untuk mendapatkan bantuan umum yang diperlukan untuk melaksanakan suatu perintah atau proyek dari pemerintah. Tanpa dukungan dari pejabat-pejabat adat, tanpa adanya alat pemaksa yang sesungguhnya, tidak akan ada usaha yang dapat dijalankan (Bachtiar,1962:241).

Meskipun keterangan di atas memberikan kesan bahwa wali nagari itu seolah-olah tidak berkuasa, ia toh tidak sama sekali tanpa kekuasaan. Pertama-tama sebagai wakil pemerintah ia adalah penerima keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ia memperoleh keterangan-keterangan yang berguna itu dalam bentuk surat-surat stensil atau tercetak melalui pos atau dengan cara dipanggil ke kantor kecamatan untuk menerima langsung peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi tersebut. Di dalam nagari, dapat dikatakan bahwa wali nagari itu merupakan satu-satunya pemilik pengetahuan mengenai peraturan-peraturan pemerintah. dengan demikian, ia dapat menahan keterangan-keterangan yang dianggap berbahaya untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan golongannya, dan ia dapat memberikan informasi tersebut kepada orang-orang atau golongan-golongan yang disukainya, keterangan-keterangan tertentu seringkali amat menguntungkan bagi mereka yang mengetahuinya. Kecuali itu, wali nagari juga berperan dalam mengatur dan mengawasi pembagian jatah pemerintah.

Jika meluasnya kegiatan kehidupan masyarakat desa sebagai akibat dari perkembangan sosial ekonomi masyarakat Negara Republik Indonesia, maka timbul kebutuhan-kebutuhan baru yang tentu memerlukan dana-dana untuk dipenuhi. Keperluan terhadap dana untuk dapat membiayai berbagai macam proyek pembangunan juga memberikan kepada wali nagari kekuasaan yang lebih tinggi karena dialah orang yang menerima dan menentukan alokasi dari dana-dana yang berasal dari pemerintah guna pelaksanaan proyek-proyek pembangunan tadi.

Akhirnya wali nagari dapat melakukan penyaringan dari keterangan-keterangan mengenai orang-orang desa dalam laporan-laporannya kepada pihak atasannya. Demikian, wali nagari dapat disamakan dengan mata dan telinga pemerintah dala masyarakat nagari. Ia dapat menyerahkan laporan yang kurang baik mengenai individu-individu atau golongan-golongan tertentu yang tidak disukainya, dan laporan baik atas individu maupun golongan yang disukai dan sepaham dengannya. 

3.4 Kepemimpinan Adat (Wali Nagari) di masa Otonomi Daerah

Pertentangan antara paham lama dan baru selain telah berlangsung sejak awal abad ke-19 juga sedang berlangsung saat ini, ditandai dengan makin terdesaknya pemikiran-pemikiran lama yang kolot. Golongan-golongan baru yang progresif yang lebih berpendidikan dan kental keagamaan Islamnya mulai membawa pembaruan termasuk juga dalam hal kepemimpinan di desa-desa Minangkabau. 

Keberadaan Undang-undang No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah memperkuat golongan-golongan baru yang lebih modern dan lebih mengutamakan rasional dalam hal pola pikir, tidak seperti pemikiran yang kolot/ konvensional. Otonomi Daerah menempatkan setiap daerah pemerintahan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan mekanisme yang sudah dibuat dalam undang-undang tersebut dan memberikan kesemptan yang luas untuk daerahnya melakukan pengaturan sesuai dengan potensi yang dimilki. Bahkan daerah juga diberi wewenang untuk membentuk dan menentukan sendiri sistem pemrintahan terendah di daerah yang bersangkutan sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

Khsusus di Sumatera Barat dengan respon atas UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diwujudkan dengan menerapkan kembali sistem pemerintahan Nagari sebagai unit pemerintahan terendah dan di pertegas dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari. Dalam Perda tersebut yang tertuang dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat 7 dan 8 menyebutkan bahwa “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Sedangkan ayat 8 berbunyi “Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jika merujuk pada perda tersebut sudah jelas bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan Minangkabau terletak pada pemerintahan Nagari.

Pemerintahan Nagari terdapat beberapa lembaga yang menunjang dalam pelaksanaan pemerintahannya. Seperti, (1) Wali Nagari (Kepala Desa di Jawa,) adalah pimpinan pemerintahan nagari, (2) Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, (3) Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam memberdayakan masyarakat, (4) Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaian perselisihan sako dan pusako.

Pemerintahan nagari memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dengan diorganisasi melalui Wali Nagari dan perangkat nagari serta Bamus. Perangkat nagari salah satunya adalah sekretaris dan perangkat yang lain. Sekretaris merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dipih sesuai dengan peryaratan, sedangkan wali nagari adalah masyarakat sekitar yang dipilih secara langsung oleh warga masyarakat nagari. Masa jabatan wali nagari selama 6 tahun setelah pelantikan dan tidak diperkenankan untuk menjabati jabatannya selama dua periode. 

Pencalonan Wali Nagari adalah Anak Nagari yang bersangkutan. Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) membentuk Panitia pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari utusan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan utusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang jumlahnya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. 

Adapun syarat menjadi wali nagari adalah sebagai berikut : 

a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata’ ala;

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau berpengetahuan yang sederajat; (perlu penjelasan)

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat penjaringan bakal calon;

f. Sehat jasmani dan rohani;

g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;

h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;

l. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;

m. Memahami adat istiadat dalam Nagari yang bersangkutan;

n. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;

o. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali Anak Nagari yang berada di luar Nagari yang bersangkutan dan bersedia bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan.

Dalam pemilihan langsung wali nagari atas hasil seleksi yang dilakukan oleh Badan Permusyawarantan Nagari (BPN) dengan mekanisme ada 3 calon minimalnya dan tidak lebih dari 5 calon dengan sistem pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil. Maka hasil akhir adalah wali nagari yang mendapatkan suara terbanyak.

Adapun tugas dan kewaiban serta dan fungsi wali nagari ketika sudah dilantik adalah sebagi berikut :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari;

b. Mendorong kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Agama dan adat istiadat;

c. Menciptakan suasana kehidupan yang memungkinkan peningkatan ekonomi dan pendapatan Anak Nagari;

d. Memelihara ketenteraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam masyarakat;

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;

f. Mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;

g. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkannya sebagai Peraturan Nagari;

h. Memelihara kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan.

i. Menjalankan urusan rumah tangga Nagari;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan tugas pembantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten
k. Menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong atau partisipasi masyarakat.
Sedangkan Wali Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Nagari.

b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Nagarinya.

c. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

d. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Nagari.

e. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam Nagari;

f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Struktur masyarakat adat dan pimpinan pemerintahan adat di Minangkabau terdapat stratifikasi sosial yang jelas dan memiliki fungsi dan peran masing-masing.
2. Kepemimpinan tokoh adat dan menjadikan panutan masyarakat Minangkabau adalah Datuk / Penghulu Andiko, Penghulu Pucuk Sudut, Penghulu Pucuk Adat dan Wali Nagari.

3. Peran kepemimpinan tokoh adat (wali Nagari) adalah sebagai perwakilan dari anak nagari setempat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah yang diusung atau dirapatkan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama Badan Musyawarah Nagari (BAMUS). 
4. Keberadaan otonomi daerah sesungguhnya telah memberikan tempat yang jelas bagi kedudukan kepemimpinan adat di Sumatera Barat. Bila dibandingkan dengan zaman Penjajahan Belanda yang menempatkan Wali Nagari sebagai antek-antek Belanda, saat ini posisi Wali Nagari jauh lebih dihormati dan dihargai sebagai pemimpin nagari. Selain tugas dan tanggung jawabnya selaku pemegang urusan administratif di dalam nagari, ia juga memiliki peran adat yang cukup kuat.
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